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( igh bernama Negara dan Keadilan ini merupakan jurnal yan menyajikan tulisan,
{;erz)i?ilc ”r:tlaag gagasan misiakhir mengenai  problem hukum yang - berefasi dengan masalah
kenegaraan dan Eeadilan. Dalam jurnal ini diutamakan pada deskripsi dan dis ursus hasil-
hasil  penelitian, baik oleh kalangan mahasiswa Program Pascasarjana, peneliti _maupun
pakar di bidang ilmu hukum. Spesifikasi ini tidak lepas dari makm_ banyaknya f(apan dan

elitian masalah hukum atau legal case gang dilakukan oleh peneliti dan pakar.” Kondisi
angsa yang terus menerus diuji oleh problem hukum  membutuhkan ide-ide cerdas dari
pakar dan %i guna memberikan jalan terang atau pencerahan.
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PENGANTAR REDAKSI

Setiap orang mempunyai hak. Hak disebut sebagai sesuatu yang melekat dalam diri
manusia. Tanpa hak, manusia bisa kehilangan kebermaknaannya dalam menjalani kehidupan
sebagai individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, sehingga logis jika seseorang itu
dikaitkan dengan hak, seseorang ini menjadi sensitif dan reaksioner.

Tidak sedikit tuntutan di tengah masyarakat ini yang direlasikan dengan hak. Tidak
sedikit perlawanan ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dalam ranah
privat maupun publik yang dikaitkan dengan pelanggaran hak. Hak diposisikan sebagai
alasan, tujuan, kepentingan, dan kebutuhan, yang membuat seseorang atau sekelompok orang
masih bisa menunjukkan eksistensinya di muka bumi. Dengan penegakan hak, makna hidup
bermartabat dan berkeadaban dalam bernegara bisa diwujudkan.

Jurnal Negara dan Keadilan kali ini hadir untuk mengapresiasi berbagai ide cerdas
yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, baik hak untuk anak, isteri, suami,

maupun lainnya, yang kesemuanya ini berkaitan dengan tegaknya peraturan perundang-
undangan atau jati diri Indonesia sebagai negara hukum.
Kalau bukan kita yang menjaga marwah negara hukum, lantas siapa lagi yang akan
menjaganya.

Selamat membaca
Redaksi

Sinal Negara dan Keadian
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Oleh: Moh. Muhibbin
Ketua Program Studi Magister [lmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang

Abstract

Right to Control by the State on land as a source of state authority to provide the
setting control, ownership, allocation and use of land in Indonesia is limited by
the 1945 Constitution that matters regulated by the state must not result in
violations of human rights guaranteed by the 1945 Constitution. Regulations
could lead to a loss of interest and on the other hand is one of the violations.
Someone who took off his rights should receive legal protection and fair
appreciation for the sacrifices that. In addition io the 1945 Constitution, there are
also substantive restrictions within the meaning of the regulations made by the
state should be relevant to the objectives to be achieved is for the greater
prosperity of the people. The authority of the State making the arrangements
relating to this authority can not be delegated to the private sector because it
involves public welfare which is loaded with service mission. Delegation to
private companies that are part of the community will lead to a conflict of
interest, and are therefore not possible.

Keywords: right to control by the state, the land tenure and property.

PENDAHULUAN X i
Penempatan Bangsa Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas

bumi Indonesia men'gandung makna bahwa bumi Indonesia merupakan kepunyaan bersama
seluruh komponen masyarakat Indonesia, sehingga setiap warga negara dijadikan sebagai
subjek yang mempunyai hak dan tanggung jawab sama dalam pemeliharaan, penggunaan dan
peruntukkan bumi Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakyat
Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, hubungan manusia dan tanah mempunyai sifat kodrati.
Dalam hal ini tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, kecuali jika tanahnya terkena bencana,
tanah yang dimiliki tidak dapat ditempati, dikelola, dimanfaatkan, digunakan, dipakai ataupun
diperjualbelikan. Begitu pentingnya tanah sebagai kebutuhan dasar manusia, sehingga negara

Surnd Nagura dan Keaadilon



